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BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekayaan intelektual atau hak milik intelektual atau biasa di sebut hak
kekayaan intelektual (HaKIl) adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk
intellectual property rights (IPR), lyakni hak yang diciptakan dari hasil ide
pokok pikir manusia yang meyebabkan adanya suatu produk atau proses yang
dapat berguna untuk manusia. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan
sebagai intelektualitas.

Orang yang berpikir baik untuk memerankan kerja otaknya disebut
sebagai orang yang terpelajar dan mampu menggunakan rasionya jjuga
mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika tersendiri
(metode berfikir, cabang filsafat), karena itu merupakan hasil pemikiran
disebut logis atau rasional, orang tergabung dalam kelompo- kelompok ini
bisa di sebut kaum-kaum intelektualitas. Kaum intelektualitas ini kemudian
menjalankan pengetahuan yang dirumuskan sebagai kebenaran dan mengabdi
kepada kepentingan manusia dan disebut sebagai kaum cendikiawan.?

Seringkali kita menemukan istilah jika terjadi sesuatu peristiwa
kemasyarakatan, orang menanyakan siapa pelaku intelektualnya? intelektual

bisa disebut sebagai “kaum pemikir” yang berperan sebagai peristiwa

! Syafrinaldi. 2011, “Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era
Globalisasi”, URI Press Pekan Baru, Him.13
2 1bid, HIm.14



intelektual tersebut.® Intinya Hak kekayaan intelektual (HaKl) adalah hak
untuk menikmati suatu kreatifitas yang dihasilkan dari intelektualitas dari
pembuatnya dan hak menikmatinya secara ekonomis . Objek yang diatur
dalam hak kekayaan intelektual anatar lain berupa karya yang timbul atau
lahir karena kemampuan intelektualitas manusia itu sendiri.* Obyek kekayaan
intelektual adalah hasil pikiran manusia yang menciptakan suatu karya-karya
kreasinya. HaKIl adalah hak yang diciptakan negara untuk seseorang atas
hasilnya ciptaannya dan Hak kekayaan intelektual memberikan hak yang
eksklusif kepada pemegang hak guna untuk melindungi hasil penemuannya
atau ciptaanya selama periode tertentu atau waktu tertentu yang telah di batasi
. Hak ini terdapat banyak perbedaan, tergantung dengan sifat kekayaan
intelektual yang dimintaka perlindungan oleh si pembuatnnya.

Istilah kekayaan intelektual terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak,
kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki,
dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan
kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi,
pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain

yang berguna untuk manusia.®

% Saidini , 2010, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual / Intellectual Property Rights”,
Jakarta: PT. Grafindo Persada, HIm. 10

4 Klinik haki unpas hak kekayaan intelektual Dan dasar hukumnya
http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar-hukumnya/ . diakses pada 15 Oktober
2019

> Sutedi, A. 2009,“Hak Atas Kekayaan Intelektual”, Jakarta: PT:Sinar Grafika, Hlm.38


http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar-hukumnya/

Sistem kekayaan intelektual merupakan private rights (hak privat).
seorang intelektual bebas melakukan pengajuan permohonan atau
mendaftarkan sebuah karya intelektualnya atau tidak mendaftarkannya. Hak
yang diberikan suatu Negara kepada individu atau pelaku kekayaan intelektual
( pencipta, pendesain, investor dan sebagainya) yang menjadi perwakilan dari
intelektual sebagai penghargaan atas hasil karyanya atau kreativitasnya dan
agar orang lain terangsang untuk mendapatkan lebih lanjut dan
mengembangkannya lagi, sehingga dengan adanya sistem kekayaan
intelektual itu kepentingan masyarakat dapat ditentukan melalui mekanismee
pasar. selain itu terdapat bahwa akan deadakan sistem kekayaan intelektual
yang menunjang dengan cara sistem dokumentasi yang baik atas segala
bentuk kreativitas manusia sehingga dengan kemungkinan dihasilkannya
karya lainnya atau teknologi yang bisa disamakan atau ditiruh dapat dihindari.
Dengan adanya dukungan dokumentasi yang baik, diharapkan agar
masyarakat lebih memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan
hidupnya dalam bermasyarakat atau mengembangkannya lebih lanjut untuk
memberikan nilai-nilai tambah yang lebih berkualitas lagi.®

Teori kekayaan intelektual itu sangat berpatokan dengan pemikiran
John Locke tentang hak milik intelektualnya. Dalam buku jhon Locke
menyebutkan bahwa hak yang dimiliki dari seorang manusia kepada benda
yang dihasilkannya telah ada pada zamannya bahkan bisa dikatakan waktu

manusia lahir. barang yang dimaksudkan dalam arti intelektual tersebut tidak

® Ditjen kekayaan intelektual ,2013 “Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektua”, Hlm.7



semata-mata benda yang dapat dipegang tetapi juga benda yang tidak di
pegang yang dibuat hasil olah dari intelektual penciptanya.’

Hukum yang mengatur tentang kekayaan intelektual bersifat secara
teritorial, pendaftarannya ataupun penegakan kekayaan intelektual itu harus
dilakukan secara terpisah-pisah di bagian-bagian yurisdiksi yang mengenai
tentang apa yang didaftarkan. kekayaan intelektual yang dilindungi di negara
Indonesia yaitu kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan di negara
Indonesia.

Secara garis besar yang telah ada dan menjadi patokannya, Hak
kekayaan intelektual dibagi menjadi dua (2) bagian, yaitu:®

1. Hak Cipta (Copyrights)
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) yang mencakup:
a. Paten (Patent),
b. Desain Industri (Industrial Design)
c. Merek (Trademark),
d. Indikasi Geografis (Geographical Indication),
e. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit),
f. Rahasia dagang (Trade secret),

0. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection) ,

" Locke, Two Treatises of Government, edited and introduced by Peter Laslett, 1988,HIm 285

8 Admin Kklinik haki unpas : hak kekayaan intelektual dan dasar hukumnya
http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar-hukumnya/ diaskes pada tanggal 11
Desember 2019 pukul 14.00 WIB



https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta
https://id.wikipedia.org/wiki/Paten
https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_Industri
https://id.wikipedia.org/wiki/Merek
https://id.wikipedia.org/wiki/Rahasia_dagang
https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_Varietas_Tanaman
http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar-hukumnya/

Desain Industri sebagai salah satu ilmu hukum dari Hak Kekayaan
Intelektual (HaKIl) yang pengaturannya ada di UU Desain Industri. UU
tersebut di buat pertama kali secara khusus atau istimewa guna untuk
memberikan perlindungan Desain Industri di Indonesia yang telah disahkan
oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2009 ,
yang mulai berlaku pada sejak tanggal disahkannya. Sebelum adanya UU
Desain Industri, yang menjadi dasar hukum perlindungan desain industri
adalah undang-undang hak cipta.®

UU tentang Desain Industri saat disahkanya pada tahun 2000 sampai
dengan saat ini belum pernah mengalami perubahan sama sekali, lain sekali
dengan dengan UU di bidang HaKI lainnya seperti Hak Cipta, hak Paten dan
hak Merek sudah ada dan telah  mengalami perubahan agar bisa
menyesuaikannya dengan TRIPs. Secara substantif UU Desain Industri terdiri
atas 57 pasal dan Pasal-pasal ini mengatur tentang beberapa hal yang sangat
penting terkait dengan pengertian pendesain, persyaratan-persyaratan
perlindungan tentang desain industri yang membahas subjek, lingkup, hak,
serta merta dalam permohonan pendaftaran, pembatalanannya desain dan
penyelesaian sengketa di bidang Desain Industri.°

Di dalam desain industri yang paling penting yakni penampilan luar
dari desain yang dapat memberikan kesan secara estetis bukan hanya pada

kegunaan barang tersebut. Kesan secara estetis yakni kesan yang dapat

® Ranti F.M ,2004, “Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas”,
DKlJakarta : PT.grasindo. HIm. 24
10 1bid, HIm. 203



memberikan suatu nilai dari kreasi yang indah dari desain industri.'yang
telah tercipta. berbagai macam adat biasanya bisa digabungkan dengan
adanya upaya-upaya terhadap desain untuk keikut sertaan dalam hal dunia
perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga memberikan
perlindungan terhadap desain yang ada dan akan dipercepat dalam
pembangunan industry bergolongan nasional. Desain industri sekarang ini
menjadi sangat penting dan strategis baik dibidang pembinaan
,pengembangan produk-produk dalam negeri maupun dalam perdagangan
internasional?

Perlindungan hukum dalam hal Desain Industri di Indonesia terhadap
UU No 31/2000, adalah merupakan tekad kuat pemerintah untuk dapat
melindungi pemegang dari hak Desain dari berbagai bentuk pelanggaran
yang meliputi pembajakan dan lain sebagainya. Upaya untuk melindungkan
para desain yang di buat agar lebih komprehensiff dan diharapkan bisa
menjadi faktor utama untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain
dan sebagai tempat untuk melahirkan para desainer yang produktif.*®

Pada Sebuah karya desain dapat diakui sebagai kekayaan intelektual
apabila karya tersebutmerupakan hasil olah pikir dan kreatifitas
pendesainnya, agar karya tersebut dapat dilindungi hak ciptanya oleh

pemerintah setempat yang sesuai UU tentang Desain Industri. Kriteria dalam

11 Sindhu Banyusekti, 2013, “Tinjauan Yuridis Mengenai Penggunaan Kesan Estetis
Terhadap Perlindungan Suatu Desain Industri Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang
Desain Industri”, Volume 29 No 02, September

12 Ranti Fauza Mayana, Op.Cit. HIm.24

18 Zico Armanto Mokoginta, 2017, “Lex Crimen: Perlindungan Hukum Atas Desain Industri
Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri “, Volume 4 No 5, Juli. HIm.99



desain industri yakni belum terdaftar atau baru dan tidak melanggar peraturan

perundangan, kesusilaan, agama dan ketertiban umum lainnya, dalam Jangka

waktu 10 tahun untuk perlindungan desain industri dan dapat dihitung mulai
sejak tanggal penerimaan dari permohonan Desain Industri ke Kantor

Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual (ditjen haki).'*

Ruang lingkup yang ada dalam desain industri ini diantaranya yakni: *°

1. melaksanakan hak yang dimiliki sendiri, atau dengan guna ia bebas dalam
menentukan pilihan hidupnya tanpa ada paksaan dari pihak luar
sekitarnya.

2. adanya larangan terhadap orang Yyang ingin memakai, meniru, maupun
menggunakan barang — barang yang sudah dibuat oleh desainer dengan
dasar penjiplakan suatu produk
beberapa hal yang menjadi pokok pada pembahasan ini mengenai tentang

desain industri yang akan mendapatkan perlindungan , berdasarkan bagian

pasal 2 ayat (1) UU No.31/2000 menyebutkan “hak desain industri diberikan
kepada desain industri yang baru dan belum pernah didaftarkan, lalu pada
pasal 2 ayat (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal

Penerimaannya telah didaftarkan, Desain Industri tersebut tidak sama pada

pengungkapan yang telah sebelumnya ada”, Kemudian, berdasarkan pada

14 UU no 31/2000 Tentang Desain Industri Ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045

5 patendo , konsultan Haki Terdaftar: Ruang lingkup Desain industri
https://patendo.com/ruang-lingkup-desain-industri/ diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pukul
20.20 WIB



https://patendo.com/ruang-lingkup-desain-industri/

bagian 2 ayat (3) UU Desain industri mengenai pengertian pengungkapan

sebelumnya yakni“pengungkapan Desain Industri yang sebelum :

1. tanggal penerimaan, dan atau

2. tanggal pertama apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

3. telah diumumkannya atau telah digunakan di Indonesia atau di luar
Indonesia. “

Perlindungan desain diberikan kepada Hak Desain Industri untuk guna
dimaksudkan agar dapat merangsang aktifitas kreatif dari Pendesain untuk
terus-menerus bisa menciptakan desain baru. Dalam rangka mewujudan iklim
yang akan mampu mendorong semangat oara penciptanya desain baru dan
sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan
Desain Industri disusun di dalam UU. Perlindungan terhadap Hak Desain
Industri dapat diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila dimintakan
melalui prosedural pendaftaran oleh pendesain dan ataupun badan hukum

yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut.

Ada banyak jenis desain industri di kota Palembang salah satunya
adalah wastra tenun bernama songket. Bukti dari songket telah ada sejak
jaman Sriwidjaja dan bisa dilihat dari pakaian yang dipakai dalam arca-arca di

kompleks percandian Tanah Abang, Muara Enim, Sumsel. songket yang

16 YU No 31/2000 Tentang Desain Industri Ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045



dibikin dari berbagai jenis benang dan yang paling utama benang mas ini pada
awalnya ada seorang pedagang Tiongkok yang menghadirkan benang-
benang sutera dengan pedagang India yang membawa benang perak dan emas.
lalu kemudian benang-benang ini di tenun dengan mesin tenun dan berpola
yang rumit yang diuntai lewat jarum leper di sebuah alat tenun bingkai

Melayu.t’

Kemampuan dalam membikin songket tradisional di Palembang
sebaiknya diwariskan secara turun-menurun karena banyak para pemuda
pemudi palembang yang bisa lebih baik dalam hal menciptaka berbagai jenis
motif songket. kain songket merupakan kain yang berpasangan dengan
selendang dan dipakai dengan baju kurung dalam upacara adat atau
pernikahan, pengantin biasanya menggunakan Songket lengkap dengan Aesan
Gede (kebesaran)atau sanggul, Aesan Pengganggon (Paksangko) sanggul,
Selendang pola Mantri, Aesan sanggul Gandek kahs palembang dan yang
lainnya. Secara produk dengan kualitas dari songketnya , Songket Palembang
merupakan songket terbagus di Indonesia. Bahkan, songket ini sempat

dijulukan sebagai “Ratu Segala Kain.” 18

yang menjadi sorotan dalam skripsi ini, dimana songket yang di

hasilkan dari tenunan sudah sangat jarang diminatkan oleh penduduk setempat

e Kesultanan Darussalam Palembang : Sejarah  Songket  Palembang
https://sultanpalembang.com/2018/01/22/sejarah-songket-palembang/ Diaskes pada tanggal 11
Desember 2019 Pukul 15.31 WIB

18 Kesultanan Palembang Darussalam:Sejarah songket Palembang,
https://sultanpalembang.com/2018/01/22/sejarah-songket-palembang/ di akses pada 03 Novermber
2019 pukul 08.45 WIB



https://sultanpalembang.com/2018/01/22/sejarah-songket-palembang/
https://sultanpalembang.com/2018/01/22/sejarah-songket-palembang/
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ataupun para turis karena sudah ada songket yang dihasilkan dari mesin atau
diprinting dan harganya jauh lebih murah dari songket hasil tenunan ,tetapi
dengan adanya songket hasil mesin secara tidak langsung bisa dikatakan kain
yang di buat dengan pola songket atau bisa di sebut songket palsu , sebab
songket yang asli yang di ciptakan dari hasi tenunan itu sangat berbeda dari
segi pembuatan dan bahannya dengan songket palsu.'® Terdapat dalam ruang
lingkup yang di atas bahwa adanya larangan pada orang lain yang ingin
membuat, memakai, meniru, maupun menggunakan barang — barang yang

sudah dibuat oleh pendesain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk
menulis skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
DESAIN INDUSTRI SONGKET TENUN DI KOTA PALEMBANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000

TENTANG DESAIN INDUSTRI”.

B. Rumusan Masalah
Sesuai yang telah dibahas dalam latar belakang yang dijelaskan
sebelumnya, agar penelitian ini lebih jelas maka permasalahan yang ingin

dibahas dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

9 Sarung Atlas : perbedaan sarung songket handmade asli dan palsu
https://www.sarungatlas.co.id/post/article/membedakan-sarung-songket-handmade-asli-dan-palsu  di
akses pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 15.00 WIB.



https://www.sarungatlas.co.id/post/article/membedakan-sarung-songket-handmade-asli-dan-palsu
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1. Apakah songket yang dihasilkan dari tenun dan songket yang di
hasilkan dari mesin bisa mendapatkan perlindungan hukum yang
sama berdasarka UU No 31/2000 tentang Desain Industri?

2. Upaya tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah
kota Palembang jika ditemukan sebuah toko yang menjual
songket, hasil songket tersebut tidak di produksi melalui tenunan
melaikan melalui mesin?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas , penelitian ini mempunyai

tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah songket yang dihasilkan dari tenun dan
songket yang di hasilkan dari mesin bisa mendapatkan
perlindungan hukum yang sama berdasarkan UU No 31/2000.

2. Untuk mengetahui Upaya hukum Upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh pemerintah kota Palembang jika ditemukan sebuah
toko yang menjual songket, hasil songket tersebut tidak di
produksi melalui tenunan melaikan melalui mesin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, agar penelitian ini diharapkan mampu memberikan
masukan secara umum dan kontribusi di bidang hukum , terutama

yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual , khususnya
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mengkaji mengenai permasalahan yang berkaitan dengan
perlindungan hukum di bidang Desain Industri.

2. Secara Praktis, agar penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat dan menambah pengetahuan dalam pemikiran hukum bagi
peneliti maupun masyarakat yang mempunyai usaha sekaligus
pengaturan hukum tentang pendesain-pendesain Kota palembang
agar dalam menjalankan usaha merasa lebih terjamin dalam
perlindungan hak-haknya.

E. Ruang Lingkup
Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas, maka
penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya membahas
tentang bagaimana penerapan Prespektif undang-undang desain
industri atas perlindungan hukum desain industri.
F. Kerangka Teoritik
1. Teori Hak Kekayaan Intelektual
Teori kekayaan intelektual sangat berpengaruh terhadap pemikiran Jhon
Locke mengenai hak milik. Dalam buku jhon Locke mengatakan bahwa hak
milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada
pada zamannya bahkan bisa dikatakan sejak manusia lahir. Benda yang
dimaksudkan dalam pengertian intelektual tersebut tidak hanya semata-mata
benda yang berwujud tetapi juga benda yang tidak berwujud yang merupakan
hasil olah dari intelektualitas manusia.

2. Teori Perlindugan Hukum
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Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa, perlindungan hukum untuk rakyat
sebagai tindakan pemerintah dalam bertindak yang bersifat mencegah.
Perlindungan hukum dengan tujuan guna mencegah akan terjadinya
persengketaan, yang mengarahkan ke tindakan pemerintah dalam mengambil
tindakan dan bersikap hati-hati di dalam pengambilan keputusan berdasarkan
diskresi perlindungan , sedangkan resprensif bertujuan untuk mencegah akan
terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.
3. Teori Upaya Hukum
Upaya hukum menurut R.Atang Ranoemihardja, yaitu suatu usaha melalui
saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan
hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Dalam Pedoman
Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut
KUHAP, Upaya Hukum diartikan sebagai hak terdakwa atau penuntut umum
untuk tidak menerima putusan pengadilan.
G. Metode Penelitian Hukum
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian dalam skripsi yang penulis akan pakai ini adalah
Normatif, kemudian akan di dukung dengan data Empiris. Menurut
Soerjono Soekanto Dalam hal penelitian terhadap hukum normatif, hukum
yang akan tertulis dimuat dalam berbagai aspek-aspek seperti aspek teori,
filosofi-filosofii, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi,
penjelasan yang bersifat umum dan penjelasan terhadap tiap-tiap pasal,

yang berkekuatan mengikat pada suatu UU serta bahasa yang akan dipakai



14

yakni bahasa ahli hukum. agar dapat dilihat saat disimpulkan kepada
penelitian hukum normatif mempunyai singkatan dari pembahasan yang
sanggat luas.?
2. Penedaktan Penelitian
Didalam penelitain hukum ini metode yang di gunakan
antara lain:
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan mentaati semua peraturan
perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan
(isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-
undangan ini  misalnya dilakukan dengan  mempelajari
konsistensi/kesesuaian antara UUD dengan UU, atau antara UU
yang satu dengan UU yang lain, dst.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan ini bermula dari pandangan dan doktrin yang tumbuh di
dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab
pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang bertumbuh
dalam ilmu hukum dapat menjadi tangga untuk membangun
argumentasi hukum ketika dalam menyelesaikan isu hukum yang

dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memlihatkan ide dengan

20 Soerjono. S & Sri M, , Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat ), (
Jakarta Rajawali Pers. 2001 ) Him. 13
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memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas
hukum yang relevan dengan permasalahan.?
3. Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer, yakni semua bahasan atau materi
yang ada kedudukan terikat secara yuridis, bahan hukum
primer terdiri dari :

1) UUD NKRI 1945,

2) UU No 31/2000 Tentang Desain Industri, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4045,

3) Perpem RI No 1/2005 Tentang Pelaksanaan UU No
31/2000 Tentang Desain Industri.

b) Bahan Sekunder, yakni data tercangkup di peroleh dari
karya ilmiah, majalah, jurnal, hasil penelitian dan, pendapat
para pakar hukum yang relevan dengan objek kajian
penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang
memberikan penjelasan atau petunjuk dari bahan hukum

premier dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus

21 Ngobrolin hukum : pendekatan dalam penelitian hukum
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/ di  askes
pada tanggal 17 desember 2019 pukul 20.47 WIB.



https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/
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Hukum atau baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
serta referensi lainnya yang relevan.
4. Cara Pengumpulan Data

Cara Pengumpulan Data yang akan di gunakan bagiam skripsi ini
yaitu:

a) Studi Dokumen
Dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan
mempelajari data yang berupa peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan Desain Industri, literatur berupa buku,

jurnal, karya ilmiah, majalah dan lain sebagainya.

b) Studi Lapangan
Dilakukan  dengan cara wawancara, Menurut
Koentjaranigrat metode yang digunakan untuk tugas tertentu,
mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan
pembentukan responden untuk berkomunikasi secara langsung.

5. Lokasi penelitian

Penulis akan melaksanakan penelitian di Dinas Peindustrian,
Kementerian Hukum dan Ham dan, tempat produksi dan penjualanan
songket yang di hasilkan dari tenun dan mesin, guna memperoleh data dan
informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan dalam penyusunan

skripsi ini.
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6. Analisis Data
Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data secara deskriptif
kualitatif yaitu analisa data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang
dihasilkan selanjutnya dengan dilakukan pemeriksaan, pembahasan, dan
pengelompokan ke dalam bagian tertentu untuk dibuat menjadi data
informasi.
7. Pengambilan Kesimpulan
Pengambilan kesimpulan menggunakan teknik penalaran deduktif.
Yang dimaksud penalaran deduktif adalah cara berpikir dengan
berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan dari yang
umum menjadi khusus.
H. Sistematika Penulisan
l.
B. Sistematika Penulisan
Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika yang
sederhana dengan tujuan untuk menjelaskan masalah yang ada, yang akan
dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran pada
singkat materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam

sistematika Yakni:
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BAB I. PENDAHULUAN,

bagian hal menguraikan membahas apa yang menjadi
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual,

penulisan dalam penelitian dan teknik penulisan.

BAB Il. TINJAUAN UMUM,

Bab ini berisikan, tinjauan umum tentang perlindungan hukum,
desain industri, desain dan Songket khas Palembang.
BAB Ill. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN
INDUSTRI TENUN SONGKET DI KOTA PALEMBANG
BERDASARKAN UU NO 31/2000  TENTANG DESAIN
INDUSTRI

Bab ini dilakukan pembahasan mengenai upaya perlindungan
hukum terhadap beraneka ragam desain industri di Kota palembang
BAB IV. PENUTUP,

Pada bab penutup ini yang akan dibahas yaitu terdiri dari
kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dianggap perlu untuk

dikemukakan ke dalam pembahasan skripsi ini
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